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Hukum Aéara Perdata,

- Dalam hal ada pengakuan yang. terpisah-pisah, hakim bebas untuk
menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pem-
buktign.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25—11-1976 No. 22 K/SIP/1973

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai herikut dalam
perkara :

L. Nv. Ariawari Sunardja,

2 Jao Tjoe Ming, keduanya bertempat tinggal di Jin. Songsi No 63 A
Jukarta dengan kuasanya Bastaman Hidajat S.H. penggugat-penggugat
untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat pembanding-pembanding: -

melawan:

Arief Gunawan, bertempat tinggal di JIn. Pintu Air No. 29, Jakarta ter-

gugat dalam kasasi dahuly penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat
dalam kasasi sebagai penggugat asli telsh menggugat sekarang penggugat-penggugat
untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Istimewa Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil - '

bahwa penggugat asli telah membeli rumak tinggal yang terletak di Jalan Songsi
63 A Jakarta dari tergugat asli | dan tergugat asli 11, dengan hak membeli kembali
dengan harga Rp. 1.050.000,— sesuai dengan akte notaris Hobropoerwanto No. 4
tanggal 2 April 1968 ; bahwa hak untuk membeli kembali itu tidak dipergunakan
oleh tergugat asal I dan II, sehingga menurut pasal 3 akte terscbut mulai dari tanggal
I September 1968 penggugat asli adalah pemilik mutlak tanpa syarat dari rumah
tersebut di atas dan sebaliknya tergugat asli [ dan I} berkewajiban untuk.mengo-
songkan rumah itu mulai tanggal 15 September 1968 atau 15 hati sctelzh penggugat
- asli menjadi pemilik dari rumah tersebut sesuai dengan akte < bahwa untuk setiap
kelalaian tergugat asli untuk melaksanakan kewajthannya penggugat asli berhak
menagih uang denda sebesar Rp. 5.000,— setiap hari ;bahwa tergugat asli telah lalai
mengosongkan rumah tersebut mulaj tanggal 15 September 1968, yaitu sebanvak
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385 hari, jadi 385 x Rp., 5000,— setiap harinya mulai dari tanggal gugatan ini .
dimasukkan yaitu tanggal 6 Oktober 1969 sampai dengan dilaksanakannya kewajib-
an para lergugat asli, sesuai dengan akte ;bahwa untuk menjamin gugatan ini peng-
gugal asli mohon agar diletakkan sita jaminan {conservatoir beslag) terlebih dahulu
atas rumah tersebut untuk menjaga supaya ruingh tersebut jangan sampai diasing-
kan oleh tergugat asli bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli
menuntut kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakaria supaya memberikan keputus-
an yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut . _

I. menyatakan bahwa rumah tinggal yang terletak di JIn. Songsi No. 63 A"
Jakarta adalah milik penggugat .

2. Menghukum tergugat | dan tergugat fl sccary berenteng untuk membayar
wang dengan sesuai dengan bunyi akte sebanyak Rp. 1.925.000,~ ditambah dengan
Rp. 5.00G,~ setiap harinya bila tergugat lalai mulai dari (anggal 6 Oktober 1969
gugatan ini dimasukkan sampai dengan dilaksanakannya kewajibannya sesuai
dengan akte pasal 6.

Atau: ,

1. menghukum tergugat | dan terpugat I} secara berenteng untuk membayar
wang ganti rugifdenda kepada penggugat sebanyak Rp. 1.925.000,— ditambah
dengan Rp. 5.000,~ setiap harinya mulai dari (anggal & Oktober 1969 sampai
dengan dilunasinya scluruh hutangnya para tergugat. ataupun menurut pertimbang-
an yang akan ditetapkan oleh Pengadilan ;, _

2. menghukum tergugat I dan tergugat 11 secara berenteng, untuk membayar/
mengembalikan wang penggugat sebanyak Rp. 1.050.000, - sejumlah wang yang
telah diterima para tergugal scsuai dengan akte . )

3. biava menurul hukum .

bahwa atas gugalan terscbut tergugat asli telah memberikan jawaban sebagai
berikut :

Hal exceptie nebis in idem dan exceptie rei judicate :

bahwa penggugat asli mengulangi gugatannya dengan alasan/dasar-dasar bukti
yang sama, serta dalil-dalilnya pun sama dengun dalil-dalil serta bukti-bukti yang
perngh Ciajukannya dalam perkara No, 19/1969 G (1erlumpir T.1, gugatan tanggal
14 Januari 1969), di mana gugatan penggugal ashi tersebut telah dinyatakan tidak
dapat diterima dan pulusan tersebut suduh mempunyui kekuatan letap karena
penggugal asli tidak naik banding; bahwa gugatan penggugat asli tangpal 6 Oktober
1969 dalam perkara No, 701{1969 G adalah merupakuan gugatan yang tidak jelas
{obscuur libel) karena mendalilkan gugalan bahiva penggugat lidak keberatan bila
lial ini dinvatakan hubungan hutang piutang karena yung penting bagi penggugat
adalah

bahwa penggugal asli dalam gugatin ini tidak mencantumkan duduk perkara
yang schenwrmyva yang memberikan dasar pada penpeopot asli untuk menuntut
haksva sehingga petitunmy penggugat asli Udak mempunysi gambaran yang jelas
atas dasur perhitungan-perhitungan yang dapat diterima dan dimengerti ofeh siapa
khususnya vany tersangkut dalum perkara ini ;

1



239

_ bahwa akte penjualan dan pembelian dengan hak membeli kembali tanggai 2
April 1968 No. 4 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Instruksi
Menteri Pertanian dan Agrariz tanggal 8 Februari 1964 (terlampir T.2) bahwa
berdasarkan halhal tersebut di atas maka tergugat-tergugat asli menuntut agar pe-
. ngadilan Negeri Istiinewa Jakarta memberi keputusun sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan penggugat; _
2. Meinbatalkan akte penjualan dan pembelian dengan hak kembali tanggul
2 April 1968 No. 2 ;
Dalam pokok perkara »
bahwa jika umpama eksepsi- para tergugat asli tidak dapat diterima quod non
maka para tergugat mohon mengajukan jawaban sebagai berikut ;
baliwa tergugat-tergugat asli pernah merusa berhutang kepada penggugat usli
sebanyak apa yang dituntut penggugat asli, dan karenanya wajib pengaugat asli
membuktikan berapa sebenamyu hutang tergugat asti pada penggugat asli tersebui
dan berapa besar hunganya sebulan yang diperhitungkannya, serta bagaimana per-
hitungannya dengan villa Cipanas yang kurang lebih luasnya 1000 m2 ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut muka tergugut asli menuntut agar Pengadilan
Negeri Istimewa Jakarta memeriksa perkara inj sebagai berikut ;
I. Membatalkan akte penjualan dan pembelian dengan hak membeli kembati
No. 4 tertanggal 2 April 1968 Notaris Hobropoerwanto karena tak memenuhi
syarat-syaral hukum yaitu “tanah dan rumah dilarang jual beli terlepas sejuk tahun
19657, dan belum didafiarkan pada Kadaster meskipun waktunya cukup lama |
2. Meninjau kembali soal hutang pokok serta bunga dan menentukan yang di-
anggap puantas pada jaman deflasi mengingat telal dibayar bunga berupa 1000 m?
tanah villa ; ' :
3. Menolak petitum penggugat yang bersifal sangat mencekik dan 1idak wajar
dan melanggar Undang-undang No. 14/1967 {Undang-undang Pokok Perbankan}:

bahwa terhadap gugatan tersebu Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah
mengambil keputuspn yaitu kepulusannya tanggal 16 Maret 1970 No. 701/69 G,
yang amarnya.berbunyi sebagai beriku- ‘

Dalam eksepsi : A

Menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat Il .

Mengabulkan gugatan penggugal :

Menyatakan sitaan jaminan atas rumah berikut tanah yang terletak di Jalan
Songsi 63 A Jakarta berdasarkan surat Ketetapan Pengadilan Negeri Istimews
Jukarta tanggal 11 Oktober 1969, syah dan berhargs ;-

¥
Menghukum tergugat I dan tergugat Il secara berenteng untuk mengembalikan
wang penggugat sebanyak Rp. 1.050.000, - (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
Menghukum tergugat | dan tergugat 1I secara berenteng untuk membayar wang
ganti rugi kepada penggugat sebanyak Rp. 1.925.000,— ditambah dengan Rp.
5000.-- setiap harinya mulai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta
sumpai dilunast oleh para tergugat | :
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Menghukum tergugat I dan tergugat Ii untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini ditaksir sebesar:

keputusan mana dalam tingkat -banding atas permohonan tergugat-tergugat
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tambahan putusan ini dapat
dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dengan ke-
putusannya tanggat 19 April 1972 No. 8/1971 PT. Perdata .

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat
pembanding pada tanggal 28 Mei 1972 dan kepada penggugat terbanding pada tang-
gal 30 Mei 1972 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat pembanding dengan
perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei
1972 diajukan . permohonan untuk perneriksaan kasasi szcara lisan pada tanggal
30 mei 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 70/72/Kas/701/
1969 G, vang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ist:mewa Jakarta, permohon-
an mana kemudian disusul oleh memeori zlasan-alasannya yang diterima dikepa-
niteraan Pengadilan Negeri tersebut padz tanggal 13 Juni 1972 .

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 27 Oktober 1972
telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak iawan ;

Menimbang terlebih dahutu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14
tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang telah
mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tenting Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimak-
sudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum
ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara
kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun
1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemi-
kian rupa, sehingga yang dinyatzkan tidak beriaku itu bukan Undang-undang No. 1
tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenal hal-hal yang telah
diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan
Undang-undang No. 14 tahun 1970 .

bahwa dengan derikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah
hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar
tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 .

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu dapat diterima .

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk
kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak memenuhi tata cara melakukan peradil-
an yang harus diturut menurut undang-undang, karena telah mengenyampingkan
begitu saja pertimbangan hukum dari ketetapannya tanggal 19 Januari 1972 No. 8/
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1971 di mana tergugat dalam kasasi tidak perhah inemenuhi apa yang diwajib-
kan oleh Pengadilan Tinggi tersebut meskipun hal tersebut sudah 2 kati dimintakan
oleh Pengadilan Tinggi untuk diperbandingkan dengan putusan perkara No. 701/
1969 G, schingga karenanya Pengadilan Tinggi tidak konsekwen dalam pendirian-
nya mengenai prosessuil ;

2. bahwa penggugat untuk kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan
Tinggi yang membenarkan dapat diterimanya gugatan tergugat dalam kasasi, karena
menurut hemat penggugat untuk kasasi gugatan No. 701/1969 G tersebut wajib
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi di mana Pengadilan Tinggi
sudah mengakui ada kesalahan prosessuil yang seharusnya tergugat dalam kasasi
hanya berhak menggugat scal pengembahan hutang-piutang, bukan mengemu
pengesahan jual-beli rumah .,

3. bahwa seyogyanya ber]akulah asas nebis in idem dari suatu gugatan baru atas
gugatan terdahulu yang serupa yang telah diputus dengan "niet ontvankelijk verk-
laard™ oleh Pengadilan yang sama 3 _

4. bahwa menurut hemat penggugat untuk kasasi yang dijadikan dasar “absoluut
nietig” dari akte No, 4 tersebut bukan soal terbukti tidaknya kepalsuan dari akte
No. 4 itu, tetapi semata-mata didasarkan karena akte No. 4 tersebut telah
melanggar instruksi Larangan Menteri Pertanian dan Agraria No UUDA 9/1/14
walaupun tidak ditegaskan sangsinya;

5. bahwa akte No. 4 Notaris Hobropurwanto tersebut adalah ‘bertentangan
dengan undang-undang sesuai dengan arrest Mahkamah Agung tanggal 22 Februari
1967 No. 494 K/Sip/1966;.

6. bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pertimbangan hukum
yang sama sekali tidak memperhatikan kekeliruan-kekeliruan Pengadilan Negeri
yang menentukan jumlah hutang atas dasar pemecah-belah pengakuan penggugat

3

untuk kasasi yang sangat merugikan dan bertentangan dengan pasal 176 HIR dan.

pasal 1924 K.UH. Perdata (jawaban penggugat untuk Kkasasi pada Pengadilan
Negeri Istimewa Jakarta tanggal 23 Juli 1969) ;

Menimbang : mengenai keberatan ad, I,

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun benar keputusan
No. 19/1969 G tidak terlampir di sini namun dari duplikat penggugat untuk kasasi/
tergugat asal tanggal 26 Januari 1970 ternyata diakui bahwa keputusan No. 19/
1969 G didasarkan atas jual beli rumal dengan hak untuk membeli kembali, tetapi
dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata merupakan suatu perjanjian
hutang piutang (verkapte schuld overeenkomst) .

mengenai keberatan ad. 2. _
bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak
mengesyahkan jual beli rumah, melainkan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri

yang menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk mengembalikan uang
pinjaman dan membayar ganti rugi ;
mengenaj keberatan ad. 3.

R
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bahwa keberatan ini pun tiﬁak dapat dibenarkan. karena judex facti tidak salah

‘ menerapkan hukum ;

mengenai keberatanad. 4

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah
menerapkan hukum dan mengenai penilaian hatsil pembuktian yang bersifat peng-
hargaan suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksa-
an dalam tingkat kasasi, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengar
tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana -

yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia

(Undang-undang No. 1 tahun 1950); judex facti menganggap terbukti adanya hu-
tang piutang sebagai hubungan hukum antara penggugat untuk kasasi/tergugat
asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat asal, karena itu instruksi larangan Menten
Pertaman dan Agraria tidak lagi relevant

mengenal keberatan ad. §.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah me-
nerapkan hukum, lagi pula keberatan ini mengenai penilaian hatsil pembuktian
dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;judex facti menganggap ter-
bukti adanya hutang piutang sebagai hubungan hukum ;

mengenai keberatan ad 6.

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah
menerapkan hukum berdasarkan jurisprudensi dalam hal terdapat pengakuan yang
terpisah-pisah maka Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan
pada siapa harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula
dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex facti dalam perkara ini ber-
tentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh penggugat untuk kasasn 1. Ny. Ariawati Sunardja dk tersebut harus
ditolak .

Memperhatxkan pasal 40 Undang-undang No, 14 tahun 1970 Undang undang
No: 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. } tahun 1950 .

'MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk Kasasi 1. Ny.
Ariawati Sunardja. 2. Jao Tjoe Ming tersebut
Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.105,— (tiga ribu seratus lima
rupiah) 1

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Kamis tanggal 25 Nopember 1976 dengan B R.M. Hanindyopoetro Sosropra-
noto S.H. Hakim agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkaman Agung sebagai Ketua
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Sidang, R.Z. Asikin Koesoemah Atmadja S.H. dan Palti Radja Siregar S.H. sebagai
Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu

tanggal 15 Desember 1976 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z.

Asikin Kusumah Atmadja SH dan Palti Radja Siregar SH, Hakim-hakim Anggauta
dan NY. T.8. Asdamijah Soelaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak.




